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II

TAHUN2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR5 TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. babwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2
Tabun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Mokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasionai
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tabun 2018
dan terbitnya Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 91
Tabun20 17 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Provrnsi Jawa Barat Tabun Anggaran 2018
yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten
Majalengka setelab APBDTabun Anggaran 2018 ditetapkan,
maka kiranya perlu diIakukan penyesuaian program dan
kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran
2018;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta sesuai ketentuan angka RomawiV angka
22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tabun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2018,
maka dipartdartg perlti mertetapkart Petatlitart Blipati terttartg
Perubaban Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24
Tabun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran
2018.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab diubab dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupateIl
Subang dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 14
Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-Daerab
Kabupaten Daiam LingkunganPropinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor
31, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Penge10Iaandan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor. 130, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomOI"5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te1ah
beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ked.ua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor. 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4028);

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

12. Peraturan Pemerlntah 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lemb.aran Negara
Republik Indonesia Nomor5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penge101aanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penye1enggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor83 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5351);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

20. Peraturan Pemerintah 4
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20. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tapun 2011 NomoI' 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI'5219);

21. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI'2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
NomoI'5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI'5272);

22. Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang
Pengelo1aanBarang MilikNegarajDaeI'ah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 NomoI' 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'5533);

23. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 43 Tahun 2014 tentang
PeI'atuI'an Pelaksanaan Undang-Undang NomoI' 6 Tahufi
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 NomoI' 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI'5539) sebagaimana telah diubah
dengan PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 47 Tahun 2015
tentang PeI'atuI'an Pelaksanaan Undang-Undang NomoI' 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 NomoI' 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI'5717);

24. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI'60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang BeI'sumbeI' Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 NomoI' 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI'5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah NomoI' 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI' 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI'5694);

25. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 NomoI' 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI'5887);

26. PeI'atuI'an Presiden NomoI' 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeI'atuI'an
Presiden NomoI'4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden NomoI' 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI' 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'5655);

27. PeI'atuI'anMenteri 5
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah; tera1<hir clengap.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri N()m()r13 Tahun 2006 tentang Pecl()m@Pengel()l<llll1
Keuangan Daerah (Beita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 II tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
hersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1744);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Bellinja Daerah Tahim Anggaran" -2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1952);

34. Peraturan Menteri 6
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34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 207);

35. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor91);

36. Pei'atlU'an Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2005 Nomor8 seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok PengeloIaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2009 Nomor2);

38. Peraturan Daerah Rabupaten Majalengka Nomor 5 'l'ahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2009 Nomor5);

.39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2014-2018 (Lembaran
D;l.erahKabupatcn MajalengkaTahun 2014 Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2014 Nomor5);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
PerwakiIan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2017 Nomor 4).

42. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 8 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKANOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN2018.

Pasall 7
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal lA sehingga
berbunyi sebagai berikut:

PasallA

adalah sebagai berikut:

Rp. 2.926.212.367.794,13
Rp. (62.586.131.200,00)

Perubahan Penjabaran APBDTahun Anggaran 2018. .'
1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah
perubahan

Rp. 2.863.626.236.594,13

Rp. 2.957.358.687.495,92
Rp. (62.586.131.200,00)

2. Belanja
a. Semula
b.Bertambah(Berkuran~
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus j(Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan

A. Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah(berkuran~
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

Rp.
Rp.

61.146.319.701,79
0,00

Rp. 2.894.772.556.295,92
Rp. (31.146.319.701,79)

Rp. 61.146.319.701,79

B. Pengeluaran
1. Semula Rp. 30.000.000.000,00
2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.
Sisa Lebih pembiayaan seteJah perubahan Rp.

30.000.000.000,00
31.146.319.701,79

0,00

2. Diantara Pasal2 dan Pasal3disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal2A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal lA
dirinci lebih lanjut pada Lampiran l.Adan l.b Peraturan Bupatiini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4' disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A 8
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Pasal3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal lA adalah
memuat perubahan pergeseran anggaran dan penyesuaian programjkegiatan
sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana A10kasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional F'enyeIenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 untuk Dinas Pendidikan dan terbitnya
Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Majalengka, Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Periindungan Anak dan KeIuarga Berencana, Dinas Pemuda dan
OIah Raga, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat
Daerah dan Inspektorat Kabupaten yang dirinci Iebih lanjut dalam Lampiran II.A
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berIaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 6 Maret 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARISDAERAII
KABUPATENMAJALENGKA,

~.,.
AHMAD';~IKIN

BERlTADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2018 NOMOR1
Salinan sesuai dengan AsIinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

~dk:
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.

NIP. 19680327 199603 1 003
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